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ABSTRAK

PENYERAEAN BARANG BT]KTI OLEE PENYIDIK PADA
KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG

Oleh
RICOPUTRAWIBOWO

Adapun permasalahan skipsi ini adalah Bagaimana prosedur
penyerahan barang bukti oleh Penyidik kepada Kejaksaan di Kejaksaan Negeri
Palembang? dan Bagaimanakah tanggung Jawab Penyidik setelah batang bukti
diserahkan kepada pihak Kejaksaan? Jenis penelitian hukum ini adalah
penelitian hukum sosiologis yang benifat deskriptif yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan jdul dan beberapa yang telah dikemukakan
di atas, dapat disimpulkan bahwa : Prosedur penyerahan barang bukti oleh
penyidik kepada Kejaksaan di Kejaksaan Negeri Palembang. Penerimaan

tanggung jawab atas barang bukti : Penerimaan dan penelitian barang bukti
dilalorkan per-Berita Acara Penerimaan dan Pembelaan Barang Bukti. Hal-hal
perlu dite liti meliputi : Kuantitas (iu-lah, ukuran, takamnltimbangan atau

satuan lainnya); Kualitas (harga/nilai mutu, lodil dan lain-lain); Kondisi
(baik/rusak legap/tidak); Identitas/spesifikasi lainnya; Tolok ukrn penelitian
menggunakan Daftar adanya Barang Bukti yang terlampir pada berkas perkara;
Dokumen-dokumen penyitaan; Setelah penelitian dibuat Label Barang Bukti,
Ikrtu Barang Bukti, Pencatatan dalam Register Barang Bukti; Bila dalam
penelitian tersebut diperlukan bantran instansi lairu bantuan rcrsebut dimintakan
dengan menggunakan; Bila diperlukan psnitipan barang bukti pelaksanaannya

dilengkapi dengan Surat Perintah penitipan Barang Bukti (8-5) dan Berita Acara
Penitipan Barang Bukti. Tanggung jawab Penyidik setelah barang bukti
diserahkan kepada pihak Kejaksaan bila be*as ped<ara telah memenuhi syarat
formil maupun materiil, jatsa akan menyatakan berkas perkara telah lengkap
dan membuat surat pemberitahuan bahwa berkas sudah lengkap @-21) untuk
diserahkan penyidik bahwa be*as sudah lengkap.

Kata Kunci : Barang Bukti, Penyidikan, Kejaksaan.

vl



KATAPENGAhITAR

ffiffiW;*-*
Assdamu'rlrikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiam dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta

sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas p[64 {al nilT nd

Nya jualah slsripsi dengan judul : PENYERAIIAN BARANG BLXTI OLEH

PENYIDIK PADA KEIAKSAAN NEGERI PALEMBANG.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak

mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih

kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis' karensnya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua

pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khuzusnya terhadap:

l. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., Mlv{., Rektor Universitas Muhammadiyah

Palembang beserta jajarannya;

2. Bapak Nur Husni Emilson, SII, SpN, MH; Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafiryq

3. BapaUlbu Wakil Dekan I, IL m dan IV, Fakultas Hukum Univercitas

Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Pnogram Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku

Pembimbing I dalam penulisan skipsi ini.

vtl



5. Bapok H. Samsulhadi SIl, MIL Selaku Pembimbing tr, dalam pem.ulisan

slaipsi ini;

6. Selunrh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palemhng;

7. Kedua orang traku tercinta dan saudara-saudaraku tctkssih.

Semop segala baffuan n teril dan moril png tclah me,njadikan slaipsi

ini dapd selesai dengan baik scbagai salah satu p€rsyaratan untrk menempuh

ujian slaipsi, semoga kiraq,a Allah Swt., melimpabkan pahala dan rahmat kepada

mercka

Wlrghmu'ddkum wr.wb.

Palembang Februari2O20

Fenutrc

RICOPUTRAWIBOWO

vlii



IIAX"TARISI

tx



BAB III : EASIL PENDI,TIAN DAN PDITIBAEAITA!{

A. Prrosedn Pcryenhm Barmg Bulai otch Plrryidfl( klpsdr

Kcjalrsaan di lftjalnau Nogcri Palembang

B. Troggug Jaursb Pcoyidik Soblsh BEmg Buhi

IXscrahloo @da PiM( Kcjal6r0 43

,7

BABIV: PENTITIIP

55

56B. Sm*au.

DATIARPI'SIATA

x



BABI

PEIIDAET]LUAI\I

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu di satu pihak yakni pemerintah

atau lembaga lairu dalam melakukan tindakannya haruslah berlandaskan

kepada hukum. Negara hukum telah menjadi konsep umum yang dianut oleh

hampir semua negarq termasuk Indonesia-

Menurut Abdoel Djamalil, hukum mempunyai ciri kekhususan, yaitu

hendak melindungi, mengatur dan mernberikan keseimbangan dalam menjaga

kepentingan umum. Apabila ada yang melanggar ketentuan hukum dalam arti

merugikaq melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingian umum,

maka pelanggarannya mendapat r€aksi dsri masyaraka! reaksi yang diberikan

berupa pengembalian ketidak seimbangan yang dilakukan dengan mengambil

tindakan tertadap pelanggar itu. Pengembalian ketidak seimbangan itu

dilalokan oleh petugas yang berwenang untuk keperluan memberikan

hukuman.

Ciri dari hukum t€rsebut erat kaitannya dengan sifat hukum itu sendi{
dan bila hendak membioarakan masalah nrgas kaidah hukum maka hd
torsebut berkaitan dengan tujuan hukum itu sendiri. Apabila kita lihat
lebihjauh, maka sebenamya di datam pengertian hukum, akan mencakp
atau berisi tentang sifat dari hukum, tugas dari kaidah hufur. Dari sitt
lahir pemikiran bahwa sifat kaidah hukum ada yang bersifat memaksa

' aUaoel Olamali, ZOOI, Pengorto Huhon Indorcsia,Rzjawali, Jakart4 hLn. 3'
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dan ada yang bersifat mengatur, sehingga tugas dari kaidah hukum
adalah tujuan-untuk memberilan keseimbangan dalam hukum.2

Dalam hal membicarakan tujuan hukum tidak terlepas dari manakah

yang lebih didahulukan antara keadilan dan kepastian hukum, disatu sisi

keadilan memang penting, akan tetapi harus menyampingkan kepastian hukun,

sebab dalam keadilan sertua manusia akan mempunyai konsep dan persepsi

berlainan

Untuk memahami hukum dasar suatu negarq juga belum cukup kalau

hanya dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-

Undang Dasar atau konstitusi saja, tetapi harus dipahami puls aturan-aturan

dasar yang muncul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara

meskipun tidak tertulis, dau sering dicontohkan dengan 'konvensf'

ketatanegaraan suatu bangsa. Sebab dengan pemahaman yang demikian inilah

'ketertiban" sebagai fungsi utama adanya hukum dapat terrealisasiken.

Menurut Mardjono Reksodipuro3, Dalam menanggulangi masalah

kejahatan di dalam masyarakat diperlukan suatu sistem peradilan pidana

(criminal jastice syslez), penanggulangan berarti mengendalikan kejahatan

agar berada dalam baras-batas toleransi masyarakat dan sistem ini dianggap

berhasil apabila sebaglan besar laporan maupun keluhan masyarakat yang

menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukan pelaku

kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana'

'z Waluyadi, 2OOl, Penganlu llna Hduttt dalot PenPerW Hrthort Positif'

Djambatan, Jakarta hlm- 53.

s 
Mardjono Reksodiputo , 2000, Ha* Asai Manusia Dalan Sislern Perdlan Pidana

(Buht llu,PuftrllPelayanan Keadilan dan PengaMian Hukum , Jekarta hlm. t4
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Sistem peradilan pidanq sebagaimana kita ketalui bersam4 merupakan

rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang

merupakan reaksi atas terjadinya dugaan pelanggaran hukum pidana.

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk

menanggulangi suatu kojahatan.4 Karena itu tuj"nn 51st6. ini adalah

l. Menoegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat

puas bahwa keadilan telah ditegak*an dan yang bersalah dipidana;
3. Mengumhakan agar mereka yang pemah melakukan k€jahatan tidak

mengulangi lagi kejahatannya.'

Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah :

Kepolisian, Kejaksaaq Pengadilan dan kmbaga Pemasyarakaran. Bnpat

komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan

nama Irrregrded Crimilul Justice Adninsitratio*6

Pendekatan sistem dalam sistemr peradilan pidana menitikberatkan pada

administrasi peradilan. Menurut Muladi, adminishasi peradilan pidana dapat

diartikan sebagai : prlam4 court odministotioq adminisrasi peradilan pidana

berarti pengololaan yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan

p€ngaturan financial badan-badan peradilan. Kdrua, odilnistdion of justice

dimana adminishasi peradilan pidana mencakup proses penanganan pe*ara

(case Jtow motagenent) dan prosedur serta praktik litigasi dalam kerangka

kekuasaan mengadih (jttdicial power). Dari uraian diataq terdapat empat uosur

'Mrrdjoro Rsksodiputo,2@1, kininologi don Sisteo, Perdlan Pideu (Bulat II)'
Pusd Pelayanrn Keadilan dan Pengabdian Hutum Jakort4 hh. f40.

' tbid lrt t ,l42.
u tid, htm. t5.
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penting dalam administrasi peradilan pidana yaitu : Kepolisiaq Kejaksaan,

Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem ini bermula dari lembaga Kepolisiaq tanpa melalui kegiatan

Kepolisian akan mngat sulit bagi suatu kasus untuk memasuki proses peradilan

pidana Lembaga Kejaksaan, Pengadilan dan kmbaga Pemasyamkatan

merupakan potongan rangkaian lain (yang seringkali juga disebut sebagai

subsistem peradilan pidana). Dengan demikian, maka aktifitas satu lembaga

akan membawa dampak pula pada lembaga lain, atau kinerja suatu lembaga

akan ditentukan pula oleh kinerja lembaga lain dalam proses t€rsebul

Lembaga peradilaq oleh karenanya menempati posisi yang sangat

penting dalam pmses peradilan pidan4 terutama untuk menjamin penegakan

dan perlindungan Hak Asasi Manusia seorang tedakwa. Secara khusus akan

dibahas mengenai penegakan terhadap hak-hak terdakwa dalam

proses penidangan yang pelaksanaannya ada pada penuntut umum.

Di Indonesia proses peradilan pidana dimulai dari pnoses penyelidikan

dan menfdikan yang dilaksanakan oleh Kepolisian, solajutnya diteruskan ke

Kejakman dan seterusnya dilaju*an ke Pengadilan. Dalam proses tersebut

diaras soring terjadi persoalan sebagaimana kondisi dan situasi pada waktu

proses pelaksanaan penegakan hukum ittf atau sewaktu pelaksanaan proses

peradilan. Dalam proses inilah sering terjadi pelanggaran terhadap hak asasi

terdakwa yang merupakan hak asasinya sebagai manusia-

Terjadinya pelanggaran terfradap hak asasi manusia, karena para aparat

dalam melakukan pemeriksaan kadang terlupa akan adanya hak asasi manusia
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yarg melekat pada diri seseomng tetapi kadangkala dapd juga crjadi I€rena

adanya kepentingian-kepentingatr tertentu.

Menurut Muladi dan Barda NawawiT, pada hakekatnya sistem peradilan

pidana merupalon proses penegekan hukum pidana, maka dengan itu berl<aitan

sekali dengan penrndang-undangan pidana itu sendiri baik hukum pidana

substantif maupun hukum acara pidana

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahrm l98l tentang Hukum Acara

Pidanq maka sisrcm peradilan pidana di Indonesia terdiri atas komponen

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai

aparat penegak hukum. Keempat aparat tersehrt merriliki hubungan yang

sangat erd satu sama hn " 
battkan dapat dikatakan saling men€ntukan, dan

merupakan satu kesatuan yang oara kerjanya siste,matis. Sistem dapat berjalan

dengan baik untuk mencapai tujuan jika s€mua unsur saling mendukung dan

melengkapi. Adanya kelemahan pada satu zubsistem akan berdampak negatif

pada bekerjanya sistem secara keseluruhan

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun l98l tentang Hukum

Acara Pidana dapat dikatal@n bahwa Undang-Undang Hukum Acara Pidana

rclah menempatlotr manusia sebagai makhluk yang berlrarkat dan bermartabat

pada tempat yang luhur. Karena itu memberikan perlindungan yang lebih

kokoh kepada warga negara, lebih memberikan jaminan dihormatinya hak'hak

asasi manusia dari pada ketentuan-ketentuan yang sebelumnya berlaku.

' Muladi, Barda Natr.swi, 2003, Teori-teort don Kebiifut Pidana' Alumni' Barutung

hlD- 197.
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Menurut Luhut Pangiaribuan", berlakunya Undang-Undang No. 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana dalam kerullr$.a &re

process of law (penegakan hukum yang adil) terutama adalah menitikberatkan

poda perlindungan tertadap harkat dan martabat tersangka dan terdakwa-

Namun perlu diketahui bahwa secara normatif yuridis terdapat kekurangan

terutama pembenturan nilai yang terkandung dengan perlindungan hak asasi

manusia maupun asas hukum yang berlaku yaitu persamaan di muka hukum

(equahty before the law), yaorg dapat diartikan bahwa adanya perlakuan yang

sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan

perbedaan perlakuan

Asas permmaan di muka hukum dapat kita lihat dalam pasal 3l

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang

mengatur perihal penangguhan penahanan, yang didalam ketentuan tersebut

mengatur mengenai hak dari tersangka atau tedakwa untuk mengajukan

permintaan penangguhan p€nahanm yang sesuai dengan asas Fadug3 tidak

bersalah yang merupakan salah satu ciri dari Undang-Undang No. 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana ters€but sehingga dapat dikatakan bahwa

terhadap t€rsangka atau terdakwa wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan mempunyai kekuatan

hukum tetap.

tt uhut langaribuaq 2O02, Hu}lott Acta Pid@a Sud-&trd Resmi di Pery&lor
oleh Adtokd, luntE.,l]n, JekEts, blm. 2.
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Sistem peradilan pidana terpadu tersebut tercakup beberapa sub sistem

dengan trgas masing-masing dalam proses peradilan pidana yaitu kePolisian,

kejaksaa& pensadilan, lembaga pemasyarakatan dan pengacara Di Indonesi4

masing-masing sub sistem ini sudah diatur kewenangan dan fungsinya dalam

undang-undang tersendid, kecuali mengenai pengacara yang belum mendapat

p€ngaturan secara khusus, Dalam menjalankan proses peradilan pidana, aturan

yang mendasari kerja masing-masing sub sistem mengacu pada Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUI{AP) yang diberlakukan melalui Undang-

Undang No. 8 Tahun 1981.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik utttuk

mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan penyerahan

barang bukti dari penytdik kepada Kej"ksaan, untrk maksud tersebut

selaqiutnya dimmuskan dalam skipsi ioi yang berjudul : PEI{YERAIIAN

BARANG BUKTI DARI PENYIDIK PADA KEJAKSAAN NEGERJ

PALEMBANG.

B. Permasalahen

Adapun permasalahan dalam stripsi ini adalah sebagai berikut :

l. Bagaimana prosedrn penyerahan barang bukti dari penyidft kepada

Kejaksaan di Kejaksaan Negeri Palenhng ?.

2. Bagaimanakah tanggung jawab Penldik setelah barang bukti diserahkan

kepada pihak Kejaksaan ?.
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C. Ruang Linghp dan Tujuen Penelitien

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematig sehingga sejalan

dengan permasalahan yang dibahas' maka yang menjadi titik berat

pembahasan dalam penelitian ini yang beNangkut paut dcngan penyerahan

barang bukti dari pe,nyidik kepada Kejaksaan.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan

pengetahuan yangjehs tertang :

1. hosedur barang bukti dari penyidft kepada Kej"ksann di

Kejaksaan Negeri Palembang

2. Tanggung jawab Penyidik setelah barang bukti diserahkan kepada pihalc

Kejaksaan.

D. Defenisi Konseptual

l. Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh rcrdakwa unttik

melakr*an tindak pidana atau borang sebagai hasil dsri suatu tindak

pidana.2o

2. Penldik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau p€jabat

Pegawai Negori Sipil yang diberi wewenang ltusus oleh Undang-Undang

untuk melakukan p6nyirriken (Pasal I butir (l) KLIIIAP )

3. Kejaksaan adalah satu-satu lembaga pemerintahrn yang melakukan tugas

penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan.

msyarifuddin Pdrsnrse dan Ansorie Sabuan, 1990, Hulwtt Acto Pifuru d
btdotcsiq AurgYorll..Bandmg bln. 197'
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E. Metode Penelitlan

1. Jenls Penelitirn

Jenis Penelitian yang digunakan dalan skripsi ini adalah jenis penelitian

hukum yang dipandang dari srdut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian

hularm normatif,, yang bersifat deskriptif atau menggambartan.

2. Jenis den Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dda

sekunder png terdaat dalam kepustakaan, yang berupa perattlralt

perundang-undangan yang terkaig jumal, hasil penelitian, artikel dan

buku-buku lainnya

Data yang b€rasal dad baban-bahan hukum sebagai data utrma yang

diperoleh dari pustaka mtra lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang memprmyai o/.o'jltsls (ordhoritdifi yang terdiri dari

peraturan perundang-undangar, antara lairL Undang-undang Nomor I

tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Selnmder

Yaitu bahan hukrm yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer, seperti rancongan hasil-hasil

penelitian, hasilnya dari kalangan hulom, dm setcrusnya

c. Bahan Hukum Tersier
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Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus,

ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Data primer dilakulm melalui wawancara secara langsung dengan pihak

Kej aksaan Negeri Palembang.

3. Telnik Pengumpuhn Deta

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan dnta yang digunakan

yaitu melalui studi kepustakaan (libroy rcseorh) yaitu peirelitian unhrk

mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan

menelusuri sumber-sumber kepustakaaq seperti lit€ratur, hasil penelitian

serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengian

permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiall surat kabar,

perundang-undangaq serta dokumen-dokumen yang terkait dalam

penulisan skipsi ini.

4. Teknik Anrlisr Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan

diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatifi artinya

menguraikan data secara bormutu dalam bentuk kalimat yang t€ratur,

sistematig logis, tidak tumpang tindih, dan efetti{, sehingga mernudahkan

interprcstasi data dan pemahamrm hasil analisis. Selanjutrya hasil dari

sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan

m€nggunakan logika berpikir induktit, yakni penalaran yang berlaku

khusus pada masalah tertcntu dan konkit yang dihadapi. Oleh karena itu
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hal-hal yang dirumuskan secara khusus ditcrapl<an pada keadaan umun,

sehingga hasil analisis tersebut &pat menjawab pemasalahan dalam

penelitiarl

X'. Sistcmrtika Penullsen

Skripsi ini terdiri dari ernpat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, menrpakan pendahuluan yang tordiri dari latar belakang

Perrrasalahau Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitiaq s€rta

Sistematika Penulisan

Bab tr, men+akan tinjaum pustaka yang berisikan landasan teori yang

erat kaibonya dcngan o$ek penelitiaru yaitu :Jeirgcrtian dan a*as penldih

kewenangnn Kejaksaan dan pengertim barang butti.

Bab ltr, m€rupakan pembahasan yang berlraitan dengian penyerahan

barang bukti dari penyidik kepoda Kejalsaan di Kejaksaan Negeri Pale,mbang

dan Tanggrmg jawab Pcnyidik setelah bsrmg h*ti diserahkan kepada pihak

Kejaksaan

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran
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